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ABSTRACT

Increased consumption of electronic devices due to global technological developments has led to
a rise in electronic waste (e-waste), which, if not managed properly, can cause environmental
pollution and contribute to greenhouse gas emissions. In the global context, the commitment to
climate change mitigation, as reflected in the Paris Agreement and Sustainable Development
Goal 13, emphasizes the importance of waste management in reducing emissions. Indonesia has
ratified the agreement and established its commitment through the ENDC, but its
implementation at the regional level still faces various challenges. This study aims to analyze
the implementation gap between these global climate commitments and e-waste management
policies and practices in Batam City. The study uses a qualitative case study approach,
incorporating literature review, interviews, observations, and documentation. The analysis is
conducted using William N. Dunn's public policy framework with a focus on the policy
implementation stage. The results of the study show that e-waste management in Batam City
still faces an implementation gap, characterized by the absence of specific e-waste policies,
institutional authority fragmentation, limited local government capacity, and low involvement
of non-state actors and public participation. This condition indicates that the integration of
global climate commitments into regional policies remains suboptimal.
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Peningkatan konsumsi perangkat elektronik akibat perkembangan teknologi global
mendorong pertumbuhan limbah -elektronik (e-waste) yang berpotensi menimbulkan
pencemaran lingkungan serta berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca apabila tidak
dikelola secara tepat. Dalam kerangka global, komitmen mitigasi perubahan iklim yang
tercermin dalam Paris Agreement dan tujuan Sustainable Development Goal 13 menekankan
pentingnya pengelolaan limbah sebagai bagian dari upaya penurunan emisi. Indonesia telah
meratifikasi perjanjian tersebut dan menetapkan komitmen melalui ENDC, namun
implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini
bertujuan menganalisis implementation gap antara komitmen iklim global tersebut dengan
kebijakan dan praktik pengelolaan e-waste di Kota Batam. Penelitian menggunakan metode
kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui studi pustaka, wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan kerangka kebijakan publik dari William N.
Dunn dengan fokus pada tahap implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pengelolaan e-waste di Kota Batam masth mengalami implementation gap yang ditandai oleh
ketiadaan kebijakan khusus e-waste, fragmentasi kewenangan antar lembaga, keterbatasan
kapasitas pemerintah daerah, serta rendahnya keterlibatan aktor non-negara dan partisipasi
publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa integrasi komitmen iklim global dalam kebijakan
daerah masih belum optimal.
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Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan digitalisasi global telah mengubah berbagai aspek
kehidupan masyarakat dunia, mulai dari pola kerja, gaya hidup, hingga bentuk interaksi
sosial yang semakin terhubung secara global. Transformasi ini mendorong peningkatan
konsumsi perangkat elektronik secara signifikan, baik dalam bentuk perangkat
komunikasi seperti telepon genggam, laptop, komputer, dan tablet, maupun perangkat
rumah tangga seperti televisi, mesin cuci, kulkas, oven, serta berbagai perangkat
elektronik lainnya. Meskipun perkembangan teknologi tersebut memberikan berbagai
kemudahan dalam aktivitas manusia, peningkatan konsumsi perangkat elektronik juga
memunculkan konsekuensi ekologis yang serius, salah satunya adalah meningkatnya
produksi limbah elektronik atau electronic waste (e-waste) secara global.

Produksi e-waste global mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun
terakhir. Pada tahun 2022, total e-waste global mencapai sekitar 62 juta metrik ton,
meningkat sekitar 8,4 juta ton dibandingkan tahun 2019. Jika tren ini terus berlanjut,
jumlah e-waste global diperkirakan akan mencapai sekitar 82 juta ton pada tahun 2030.
Hal tersebut menjadikan e-waste sebagai salah satu jenis limbah dengan tingkat
pertumbuhan tercepat di dunia (The Global E-Waste, 2024). Di kawasan Asia Tenggara,
Indonesia juga menjadi salah satu negara dengan produksi e-waste yang cukup tinggi
dan telah menghasilkan lebih dari dua juta ton e-waste pada tahun 2022, menjadikannya
salah satu produsen limbah elektronik terbesar di kawasan tersebut (Regional E-Waste
Monitor for Southeast Asia, 2024).

Lonjakan produksi e-waste tidak hanya menimbulkan permasalahan lingkungan, tetapi
juga menghadirkan ancaman serius terhadap kesehatan manusia. Dalam banyak kasus,
proses pengolahan dan daur ulang limbah elektronik dilakukan secara informal tanpa
prosedur pengelolaan yang aman. Aktivitas ini umumnya bertujuan untuk
mengekstraksi logam berharga seperti emas, perak, palladium, dan tembaga yang
terdapat dalam komponen elektronik, terutama pada papan sirkuit dan kabel. Namun,
metode yang digunakan dalam proses daur ulang informal sering kali berbahaya bagi
kesehatan manusia dan lingkungan.

Salah satu metode yang umum digunakan adalah open burning, yaitu pembakaran
terbuka terhadap kabel atau komponen elektronik untuk memisahkan logam dari
material lainnya. Proses ini menghasilkan emisi toksik yang berbahaya karena tidak
dilengkapi dengan sistem pengendalian emisi yang memadai. Selain itu, residu
pembakaran biasanya dibuang di tempat pembuangan terbuka yang dapat mencemari
tanah dan sumber air di sekitarnya. Metode lain yang sering digunakan adalah proses
pelindian kimia atau acid leaching, yang menggunakan larutan asam untuk
mengekstraksi logam dari komponen elektronik. Proses ini menghasilkan asap beracun
yang dapat mencemari udara dan berdampak langsung pada kesehatan para pekerja
daur ulang maupun masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Paparan zat berbahaya dari
proses tersebut dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, seperti gangguan
fungsi tiroid, penurunan fungsi paru-paru, gangguan perkembangan anak, gangguan
kognitif, hingga efek sitotoksik dan genotoksik (Honda, 2017).

Seiring dengan meningkatnya urgensi permasalahan lingkungan secara global, berbagai
kesepakatan internasional telah dibentuk untuk merespons dampak aktivitas manusia
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terhadap lingkungan. Salah satu kesepakatan internasional yang paling penting dalam
konteks perubahan iklim adalah Paris Agreement, yang diadopsi pada Konferensi
Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2015. Perjanjian ini bertujuan
untuk menahan laju kenaikan suhu global agar tetap berada di bawah 2°C serta berupaya
membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°C sebagai bagian dari upaya mitigasi krisis iklim
global.

Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional telah meratifikasi perjanjian
tersebut melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Melalui dokumen Enhanced
Nationally Determined Contributions (ENDC), Indonesia menyatakan komitmennya
untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% secara unconditional serta
hingga 43,2% secara conditional dengan dukungan internasional. Komitmen ini juga
sejalan dengan agenda pembangunan global dalam kerangka Sustainable Development
Goals, khususnya tujuan ke-13 yang menekankan pentingnya tindakan nyata dalam
menghadapi perubahan iklim (Climate Action).

Namun demikian, permasalahan e-waste memiliki karakter yang kompleks karena
bersifat transnasional. Negara-negara maju sering kali memindahkan atau mengekspor
limbah elektronik mereka ke negara berkembang melalui berbagai jalur perdagangan,
baik secara legal maupun ilegal. Praktik ini menempatkan negara berkembang pada
posisi yang rentan karena menjadi tujuan akhir peredaran limbah elektronik global.
Dalam konteks ini, Indonesia tidak terlepas dari dinamika perdagangan e-waste lintas
negara tersebut.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa impor limbah elektronik ke Indonesia masih
terjadi. Pada tahun 2012, misalnya, ditemukan kontainer yang berisi limbah B3 seperti
aki bekas, kabel, dan komponen elektronik di Pelabuhan Tanjung Perak. Pada tahun
yang sama, ratusan kontainer yang tidak sesuai dengan dokumen pengiriman juga
ditemukan di Pelabuhan Tanjung Priok yang diketahui memuat berbagai jenis limbah
elektronik. Meskipun beberapa kota di Indonesia mampu menangani permasalahan
tersebut melalui penegakan hukum dan sistem pengelolaan limbah yang lebih baik,
kondisi ini tidak selalu terjadi di setiap daerah (Priyono, 2017).

Salah satu wilayah yang menghadapi tantangan serius terkait pengelolaan e-waste
adalah Kota Batam. Kota ini memiliki posisi geografis yang strategis karena berada di
kawasan perdagangan internasional dan berbatasan langsung dengan Singapura. Selain
itu, Batam juga merupakan kawasan industri dan free trade zone yang menarik berbagai
investasi dari negara-negara seperti Singapura, Amerika Serikat, dan China. Kondisi
tersebut menjadikan Batam sebagai salah satu wilayah yang rentan terhadap masuknya
limbah elektronik lintas negara.

Salah satu kasus yang menonjol adalah masuknya ratusan kontainer limbah elektronik
dari Amerika Serikat ke kawasan Batu Ampar pada tahun 2025. Dalam kasus tersebut,
impor limbah dilakukan dengan memanfaatkan celah administratif melalui izin
pemasukan “bahan baku yang belum ditentukan pembatasannya” sehingga
memungkinkan masuknya limbah elektronik dalam jumlah besar tanpa secara eksplisit
dinyatakan sebagai limbah B3. Kasus ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem
pengawasan terhadap perdagangan limbah lintas negara (BatamNow, 2025).

Di tingkat nasional, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai regulasi yang
berkaitan dengan pengelolaan limbah, seperti UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang
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Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU Nomor 18 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Sampah. Namun, hingga saat ini pengaturan mengenai e-waste
masih berada dalam kerangka pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
dan belum diatur secara khusus sebagai kategori kebijakan yang berdiri sendiri.

Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks di tingkat daerah. Di Kota Batam, kebijakan
pengelolaan sampah yang ada masih berfokus pada sampah rumah tangga dan belum
secara spesifik mengatur pengelolaan limbah elektronik. Ketiadaan regulasi khusus
mengenai e-waste di tingkat daerah menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen
lingkungan di tingkat nasional dan global dengan implementasi kebijakan di tingkat
lokal.

Situasi ini mencerminkan adanya implementation gap, yaitu kondisi ketika komitmen
atau kebijakan telah ditetapkan secara normatif tetapi belum sepenuhnya
terimplementasi dalam praktik kebijakan di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis kesenjangan implementasi tersebut dalam konteks
pengelolaan e-waste di Kota Batam, serta mengkaji sejauh mana komitmen lingkungan
global seperti Paris Agreement dan SDGs-13 tercermin dalam kebijakan dan praktik
pengelolaan limbah elektronik di tingkat daerah.

Metode

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi
kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami secara
mendalam fenomena kebijakan pengelolaan e-waste di Kota Batam, khususnya dalam
konteks implementation gap antara komitmen normatif di tingkat nasional dan global
dengan praktik kebijakan di tingkat daerah. Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian
kualitatif menekankan pemahaman terhadap realitas sosial yang berlangsung dalam
konteks alamiah dengan memanfaatkan beragam sumber data, sehingga memungkinkan
peneliti memperoleh makna, proses, serta dinamika yang menyertai suatu fenomena
sosial secara komprehensif.

Sedangkan pendekatan studi kasus digunakan untuk menempatkan Kota Batam sebagai
bagian dari analisis utama. Kota Batam dipilih karena memiliki karakteristik khusus
sebagai kawasan industri dan Free Trade Zone (FTZ), sekaligus wilayah yang rentan
terhadap persoalan e-waste akibat dari tingginya arus peredaran perangkat elektronik
dan dinamika perdagangan lintas negara. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini
berupaya memahami bagaimana kebijakan pengelolaan e-waste diimplementasikan
dalam konteks empiris yang spesifik, dengan memperhatikan peran aktor yang terlibat,
struktur kelembagaan, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi
proses implementasi kebijakan tersebut.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka dan pengumpulan data
lapangan. Studi pustaka mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen
kebijakan, publikasi akademik, data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam, serta
laporan lembaga nasional dan internasional yang relevan dengan isu e-waste, perubahan
iklim, dan kebijakan lingkungan. Sementara itu, data lapangan dikumpulkan melalui
teknik triangulasi, yaitu kombinasi antara wawancara, observasi, dan dokumentasi.
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Penelitian ini akan menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu in-depth
interview, literatur review dan observasi. Teknik in-depth interview merupakan
metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan cara interaksi langsung
antara peneliti dan narasumber yang bertujuan untuk menggali informasi secara
mendalam dan akurat. In-depth interview memiliki sifat semi terstruktur, yang mana
selama implementasinya peneliti akan memiliki pedoman terkait pertanyaan dan tetap
memberikan ruang kepada informan agar dapat mengeksplorasi isu-isu yang dianggap
penting. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk membangun hubungan yang kuat
dengan informan sehingga dapat memahami nilai, serta persepsi secara lebih dalam.

Hasil dan Pembahasan

Fenomena E-Waste dalam Perspektif Perubahan Iklim Global

Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan konsumsi perangkat elektronik
secara signifikan di berbagai belahan dunia. Peningkatan ini secara langsung mendorong
lonjakan produksi limbah elektronik (e-waste) yang kini menjadi salah satu jenis limbah
dengan pertumbuhan tercepat secara global. Fenomena tersebut tidak hanya menjadi
persoalan pengelolaan limbah semata, tetapi juga memiliki implikasi terhadap
perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam konteks global, pengelolaan e-waste berkaitan erat dengan komitmen
internasional terhadap aksi iklim. Produksi, distribusi, penggunaan, hingga
pembuangan perangkat elektronik menghasilkan berbagai dampak lingkungan,
termasuk emisi gas rumah kaca, pencemaran tanah dan air, serta paparan zat berbahaya
bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu, pengelolaan e-waste menjadi bagian penting
dalam upaya mitigasi perubahan iklim serta perlindungan lingkungan secara
berkelanjutan.

Komitmen global terhadap pengendalian perubahan iklim tercermin melalui kerangka
kerja internasional seperti Paris Agreement yang menekankan pentingnya upaya
kolektif negara-negara dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong
pembangunan rendah karbon. Kesepakatan ini menegaskan bahwa aksi iklim tidak
hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan kontribusi
dari berbagai level pemerintahan, termasuk pemerintah daerah.

Dalam kerangka implementasinya, agenda aksi iklim global juga diterjemahkan melalui
tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya Sustainable Development Goals pada
tujuan ke-13 mengenai Climate Action. Tujuan ini menekankan pentingnya integrasi
kebijakan lingkungan dan penguatan kapasitas institusional dalam menghadapi
tantangan perubahan iklim. Dalam konteks tersebut, pengelolaan e-waste menjadi salah
satu isu yang relevan karena berhubungan langsung dengan pengelolaan sumber daya,
pengurangan emisi, serta perlindungan kesehatan masyarakat.

Namun demikian, integrasi antara komitmen global dengan implementasi kebijakan di
tingkat lokal sering kali menghadapi berbagai tantangan. Banyak negara telah
meratifikasi komitmen lingkungan internasional, tetapi penerapannya di tingkat daerah
belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Fenomena ini dikenal sebagai
implementation gap, yaitu kesenjangan antara komitmen normatif dalam kebijakan
dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Permasalahan E-Waste di Kota Batam
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Dalam konteks Indonesia, persoalan e-waste menjadi semakin kompleks seiring dengan
meningkatnya konsumsi perangkat elektronik serta keterbatasan sistem pengelolaan
limbah elektronik yang terintegrasi. Salah satu wilayah yang menghadapi dinamika
tersebut adalah Batam. Kota ini memiliki karakteristik yang unik karena merupakan
kawasan industri sekaligus wilayah perdagangan bebas yang memiliki intensitas
aktivitas ekonomi dan perdagangan elektronik yang tinggi.

Sebagai kawasan yang memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan negara-negara
tetangga di kawasan Asia Tenggara, Batam memiliki arus peredaran barang elektronik
yang relatif tinggi. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan konsumsi perangkat elektronik
di tingkat masyarakat, tetapi juga berpotensi meningkatkan volume limbah elektronik
yang dihasilkan. Di sisi lain, posisi geografis Batam yang strategis menjadikannya rentan
terhadap masuknya limbah elektronik dari luar wilayah, baik secara legal maupun ilegal.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pengelolaan e-waste di Batam berkaitan
dengan keterbatasan kerangka kebijakan yang secara khusus mengatur pengelolaan
limbah elektronik. Hingga saat ini, e-waste masih dikategorikan dalam kerangka
kebijakan limbah secara umum, sehingga tidak terdapat regulasi spesifik yang mengatur
pengumpulan, pemrosesan, maupun daur ulang limbah elektronik secara sistematis.
Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan e-waste belum dapat dilakukan secara
optimal dan berkelanjutan.

Selain aspek regulasi, tantangan lain juga berkaitan dengan keterbatasan kapasitas
institusional pemerintah daerah. Pengelolaan limbah elektronik memerlukan sistem
pengawasan, infrastruktur pengolahan, serta mekanisme koordinasi antar lembaga yang
memadai. Namun dalam praktiknya, kapasitas tersebut masih terbatas sehingga
pemerintah daerah menghadapi kesulitan dalam membangun sistem pengelolaan e-
waste yang efektif.

Implementation Gap dalam Kebijakan Pengelolaan E-Waste

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan e-waste di Batam masih
menghadapi implementation gap yang cukup signifikan. Kesenjangan ini tercermin dari
ketidaksesuaian antara komitmen lingkungan yang telah dirumuskan di tingkat global
dan nasional dengan realitas implementasi kebijakan di tingkat daerah.

Salah satu bentuk implementation gap yang paling mendasar adalah ketiadaan
kebijakan daerah yang secara khusus mengatur pengelolaan e-waste. Dalam praktiknya,
limbah elektronik masih dikelola melalui kerangka kebijakan pengelolaan sampah
umum tanpa adanya pendekatan khusus yang mempertimbangkan karakteristik serta
risiko lingkungan yang dimiliki oleh e-waste. Kondisi ini menyebabkan pemerintah
daerah memiliki keterbatasan dalam mengembangkan sistem pengelolaan limbah
elektronik yang terstruktur dan berkelanjutan.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya fragmentasi kewenangan
antarlembaga yang terlibat dalam pengelolaan limbah di Batam. Kewenangan terkait
pengelolaan lingkungan, perdagangan, serta pengawasan aktivitas industri berada pada
institusi yang berbeda, sehingga koordinasi antarlembaga sering kali tidak berjalan
secara optimal. Fragmentasi kelembagaan tersebut berdampak pada lemahnya integrasi
kebijakan serta kesulitan dalam merumuskan strategi pengelolaan e-waste yang
komprehensif.

Keterbatasan ruang kebijakan pemerintah daerah juga menjadi faktor penting yang
memengaruhi implementasi kebijakan e-waste. Sebagai wilayah yang memiliki status
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kawasan perdagangan bebas, Batam memiliki dinamika kebijakan yang berbeda
dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan
pemerintah daerah tidak selalu memiliki fleksibilitas yang cukup dalam merumuskan
kebijakan pengelolaan limbah elektronik secara mandiri.

Praktik Pengelolaan E-Waste di Tingkat Masyarakat

Temuan penelitian melalui wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa
pengelolaan e-waste di tingkat rumah tangga masih berlangsung secara informal.
Banyak masyarakat yang memilih untuk menyimpan perangkat elektronik yang sudah
tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, menjualnya kepada pengepul barang
bekas, atau membuangnya bersama dengan sampah rumah tangga.

Praktik tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat
terhadap risiko lingkungan dari e-waste. Sebaliknya, kondisi tersebut lebih banyak
dipengaruhi oleh ketiadaan fasilitas pengelolaan limbah elektronik yang mudah diakses
serta minimnya informasi mengenai mekanisme pembuangan yang aman. Tanpa adanya
sistem pengumpulan dan pengolahan yang jelas, masyarakat tidak memiliki alternatif
yang memadai untuk mengelola limbah elektronik secara bertanggung jawab.

Di sisi lain, keterlibatan sektor swasta dalam pengelolaan e-waste juga masih relatif
terbatas. Perusahaan yang memiliki potensi untuk terlibat dalam pengolahan limbah
elektronik belum berpartisipasi secara aktif karena tidak adanya kepastian regulasi serta
insentif ekonomi yang dapat mendorong investasi di sektor tersebut. Kondisi ini
menunjukkan bahwa peran negara sebagai penghubung antara kepentingan lingkungan
dan kepentingan ekonomi belum berjalan secara optimal.

Bentuk Implementation Gap dalam Pengelolaan E-Waste di Kota Batam

Temuan penelitian menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan limbah elektronik di
Batam tidak hanya berkaitan dengan meningkatnya volume limbah elektronik, tetapi
lebih mendasar lagi disebabkan oleh adanya kesenjangan implementasi kebijakan
(implementation gap) antara komitmen normatif yang telah dirumuskan dalam
kerangka kebijakan global dan nasional dengan realitas pelaksanaannya di tingkat
daerah. Dalam konteks ini, pengelolaan e-waste seharusnya menjadi bagian dari upaya
perlindungan lingkungan yang sejalan dengan komitmen internasional terhadap aksi
iklim, termasuk yang tercermin dalam Paris Agreement serta agenda pembangunan
berkelanjutan seperti Sustainable Development Goals. Namun, hasil penelitian
menunjukkan bahwa penerjemahan komitmen tersebut ke dalam kebijakan operasional
di tingkat daerah masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kelembagaan.
Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun kerangka normatif mengenai
perlindungan lingkungan telah tersedia secara global dan nasional, implementasinya di
tingkat lokal belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas persoalan e-
waste yang berkembang di Batam.

Berdasarkan analisis terhadap praktik pengelolaan e-waste di Batam, implementation
gap tersebut dapat dipahami melalui empat bentuk kesenjangan utama, yaitu gap
regulatif, gap institusional, gap sosial, dan gap aktor. Gap regulatif tercermin dari belum
adanya kebijakan daerah yang secara spesifik mengatur pengelolaan limbah elektronik,
sehingga e-waste masih diperlakukan sebagai bagian dari pengelolaan sampah umum
tanpa pendekatan regulasi yang khusus. Gap institusional terlihat dari fragmentasi
kewenangan antarlembaga yang terlibat dalam pengelolaan limbah, terutama antara
pemerintah daerah dan otoritas kawasan industri, yang menyebabkan koordinasi
kebijakan tidak berjalan secara optimal. Sementara itu, gap sosial berkaitan dengan
keterbatasan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola limbah elektronik
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secara bertanggung jawab, yang sebagian besar dipengaruhi oleh minimnya informasi
serta keterbatasan fasilitas pengelolaan yang tersedia. Terakhir, gap aktor tercermin dari
masih terbatasnya keterlibatan sektor swasta dan aktor non-negara dalam sistem
pengelolaan e-waste, sehingga upaya pengelolaan limbah elektronik masih didominasi
oleh pemerintah dengan dukungan kolaboratif yang relatif terbatas. Keempat bentuk
kesenjangan ini secara bersama-sama membentuk pola pengelolaan e-waste yang belum
terintegrasi secara menyeluruh, sehingga berkontribusi terhadap munculnya
implementation gap dalam kebijakan pengelolaan limbah elektronik di Kota Batam dari
lingkungan ke dalam praktik implementasi yang konkret di tingkat daerah.

Implikasi Implementation Gap terhadap Aksi Iklim

Implementation gap dalam pengelolaan e-waste di Batam memiliki implikasi yang
cukup luas terhadap upaya mitigasi perubahan iklim. Ketika sistem pengelolaan limbah
elektronik tidak berjalan secara optimal, berbagai risiko lingkungan seperti pencemaran
tanah, air, serta emisi gas berbahaya berpotensi meningkat. Selain itu, potensi
pemanfaatan kembali material berharga dari perangkat elektronik juga tidak dapat
dimaksimalkan.

Sebagai wilayah industri dengan intensitas konsumsi perangkat elektronik yang tinggi,
Batam sebenarnya memiliki posisi strategis dalam mendukung upaya pengurangan
dampak lingkungan dari sektor limbah elektronik. Namun, kesenjangan implementasi
kebijakan yang terjadi justru membatasi kontribusi daerah dalam mendukung
pencapaian target aksi iklim di tingkat nasional.

Implikasi dari kondisi tersebut tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga memiliki
dimensi sosial dan ekonomi. Tanpa adanya sistem pengelolaan e-waste yang terstruktur,
masyarakat berpotensi terpapar risiko kesehatan dari bahan berbahaya yang terkandung
dalam perangkat elektronik. Selain itu, potensi ekonomi dari industri daur ulang
elektronik juga belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dengan demikian, permasalahan e-waste di Batam tidak dapat dipahami semata-mata
sebagai persoalan teknis pengelolaan limbah. Sebaliknya, isu ini merupakan bagian dari
persoalan tata kelola lingkungan yang lebih luas yang berkaitan dengan integrasi
kebijakan global, kapasitas institusional daerah, serta partisipasi berbagai aktor dalam
sistem pengelolaan lingkungan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementation gap dalam pengelolaan e-waste di
Batam terhadap komitmen Paris Agreement dalam kerangka Sustainable Development
Goals khususnya SDGs-13 bersifat nyata dan sistemik. Kesenjangan tersebut tercermin
dari ketiadaan kebijakan daerah yang secara khusus mengatur pengelolaan e-waste,
keterbatasan ruang kebijakan pemerintah daerah, fragmentasi kewenangan
antarlembaga, serta lemahnya integrasi aktor non-negara dalam sistem pengelolaan
limbah elektronik. Kondisi ini menunjukkan bahwa komitmen lingkungan yang telah
dirumuskan di tingkat global dan diterjemahkan ke dalam kebijakan nasional belum
sepenuhnya terwujud dalam praktik tata kelola di tingkat daerah. Kekosongan regulatif
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menjadi titik awal munculnya kesenjangan implementasi lainnya karena e-waste masih
ditempatkan dalam kerangka kebijakan limbah umum tanpa pendekatan yang
mempertimbangkan karakteristik, risiko, serta siklus hidup limbah elektronik.

Dari sisi kelembagaan, implementation gap diperkuat oleh keterbatasan kewenangan
dan kapasitas pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan e-waste secara mandiri.
Di Batam, pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan otoritas kawasan
ekonomi menyebabkan pengelolaan e-waste berada dalam tarik-menarik antara
kepentingan ekonomi, perdagangan, dan perlindungan lingkungan. Fragmentasi
kewenangan tersebut membuat kebijakan berjalan secara sektoral dan cenderung
reaktif. Kesenjangan ini juga tercermin pada aspek sosial dan aktor, di mana partisipasi
masyarakat serta keterlibatan sektor swasta dalam pengelolaan e-waste masih terbatas.
Praktik pengelolaan e-waste di tingkat masyarakat masih berlangsung secara informal
karena keterbatasan fasilitas, informasi, serta tidak adanya sistem pengelolaan yang
terintegrasi. Dalam perspektif teori kebijakan publik oleh William N. Dunn, kondisi ini
menunjukkan bahwa persoalan utama pengelolaan e-waste di Batam terletak pada tahap
implementasi kebijakan, di mana komitmen normatif yang telah tersedia belum
diterjemahkan ke dalam instrumen lokal yang operasional dan terkoordinasi.

Implementation gap tersebut memiliki implikasi langsung terhadap kontribusi daerah
dalam mendukung aksi iklim dan perlindungan lingkungan. Sebagai kawasan industri
dan Free Trade Zone dengan intensitas konsumsi perangkat elektronik yang tinggi,
Batam sebenarnya memiliki posisi strategis dalam mendukung upaya mitigasi
perubahan iklim. Namun, kesenjangan implementasi kebijakan justru membatasi peran
daerah dalam mendukung pencapaian target lingkungan nasional maupun global.
Kondisi ini tidak hanya berdampak secara ekologis, tetapi juga secara sosial, karena
masyarakat lokal menjadi pihak yang paling dekat dengan risiko lingkungan dan
kesehatan akibat pengelolaan e-waste yang tidak memadai. Dengan demikian, persoalan
e-waste di Batam tidak dapat dipahami semata sebagai isu teknis pengelolaan limbah,
melainkan sebagai tantangan tata kelola kebijakan lingkungan yang mencerminkan
kesenjangan antara komitmen global, kebijakan nasional, dan praktik implementasi di
tingkat daerah.
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